Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili
perkara Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan
Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagai
Pemohon;

Pemohon disamping bertindak untuk dan atas nama diri sendiri,
juga bertindak menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih

di bawah umur berikut:

1. ANAK 1, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, belum
bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan

Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

2. ANAK 2, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, belum
bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan
Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

3. ANAK 3, umur 9 tahun 5 bulan, agama Islam, belum
bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan

Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

4, ANAK 4, umur 6 tahun 11 bulan, agama Islam, belum
bekerja, pendidikan TK, tempat kediaman di Kelurahan
Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
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Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di

persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 8 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bengkulu dengan register Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Bn, pada
tanggal 10 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan (PEWARIS) telah
melaksanakan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 di
Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor
314/65/1vV/2003, tanggal 12 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

2. Bahwa Almarhum (PEWARIS) telah meninggal dunia karena sakit di
Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu sebagai ternyata Surat
Keterangan Kematian nomor 474.3/034/09/1003/Pemb/2018, yang
dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu;

3. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum
(PEWARIS) tetap beragama Islam;

4. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum (PEWARIS)
semasa terikat perkawinan belum pernah bercerai, kecuali cerai mati;

5. Bahwa selama Pemohon (PEMOHON) terikat perkawinan dengan
Almarhum (PEWARIS) telah  dikaruniai anak berjumlah 4 (empat)
orang masing-masing bernama:

a. ANAK 1, umur 16 tahun 1 bulan;

b. ANAK 2, umur 15 tahun 1 bulan;

c.  ANAK 3, umur 9 tahun 5 bulan;

d. ANAK 4, umur 6 tahun 11 bulan;

Anak-anak Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum (PEWARIS)

semuanya masih hidup;
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6. Bahwa Bapak Kandung dari almarhum (PEWARIS) yang bernama
AYAH PEWARIS telah meningal dunia dan Ibu Kandung almarhum
(PEWARIS) yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia;

7. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah Isteri dari almarhum
(PEWARIS), sedangkan anak-anak Pemohon yaitu ANAK 1, ANAK 2,
ANAK 3 dan ANAK 4 adalah anak-anak kandung dari almarhum
(PEWARIS);

8. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan
untuk balik nama Sertipikat atas hama almarhum (PEWARIS) ke atas
nama (PEMOHON) dengan Sertipikat No. 00062 dan No. 05434;

9. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
untuk menetapkan PEMOHON, ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4
yang menjadi ahli waris dari almarhum (PEWARIS);

10. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan
penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama,;

11. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di
atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.  Menetapkan ahli waris dari almarhum (PEWARIS) yaitu:
- PEMOHON (Isteri);
- ANAK 1 (Anak Laki-laki kandung);
- ANAK 2 (Anak Perempuan kandung);
- ANAK 3 (Anak Perempuan kandung);
- ANAK 4 (Anak Laki-laki kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:
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- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir
ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang
isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor
1771016103830002 tanggal 14 Juni 2012, telah di bubuhi meterai 6000 dan
cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
(bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor
1771011809180015 tanggal 18 September 2018, telah dibubuhi meterai 6000
dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/65/IV/2003, tanggal 12 Mei 2003
atas nama Pewaris dan Pemohon | yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, telah dibubuhi meterai
6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti
P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 39/Um/2004 tanggal 6
Januari 2004, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4)

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 4393/Um/2004 tanggal 31
Desember 2004, telah dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos, telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor
1771-LT-11092014-0008 tanggal 11 September 2014, telah dibubuhi meterai
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6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti
P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 4 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor
1771-LT-11092014-0017 tanggal 11 September 2014, telah dibubuhi meterai
6000 dan cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti
P.7);

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS yang dikeluarkan
oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor
474.3/034/09/1003/Perab/2018, tanggal 12 September 2018, telah dibubuhi
meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu Nomor 474.3/01/1003/PEMB/2020, tanggal 14 Januari 2020, telah
dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.9);

10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu Nomor 474.3/01/1003/PEMB/2020, tanggal 14 Januari 2020, telah
dibubuhi meterai 6000 dan cap Pos (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui Lurah
Kelurahan Betungan dan Camat Kecamatan Selebar yang sudah dibubuhi
meterai 6000 dan cap pos (P.11);

12. Asli Silsilah Keluarga yang diketahui Lurah Kelurahan Betungan
tanggal 8 Januari 2020 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos (P.12);

13. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00062 atas
nama Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kentor Pertanahan Kota
Bengkulu tanggal 3 September 2009 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan
cap pos serta cocok dengan asllinya (P.13);

14. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05434 atas nama
Pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kentor Pertanahan Kota Bengkulu
tanggal 9 Mei 2003 yang sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos serta
cocok dengan asllinya (P.14);
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Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (41 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan Pewaris

karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia di
Kelurahan Betungan Bengkulu karena sakit;

- Bahwa Pewaris meninggalkan satu orang isteri (Pemohon),
dua orang anak laki-laki kandung bernama ANAK 1 dan ANAK 2
serta 2 (dua) orang anak perempuan kandung bernama ANAK 3 dan

ANAK 4 dan tidak ada lagi ahli waris selain mereka;

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris juga sudah meninggal

dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

- Bahwa penetapan waris diperlukan oleh Pemohon untuk

mengurus balik nama sertifikat tanah atas Pewaris;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad,;

2. SAKSI 2 (32 tahun), menerangkan di bawah sumpahnya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pewaris karena

saksi teman Pemohon;

- Bahwa PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia di

Kelurahan Betungan Bengkulu karena sakit;

- Bahwa Pewaris meninggalkan satu orang isteri (Pemohon),
dua orang anak laki-laki kandung bernama ANAK 1 dan ANAK 2
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serta 2 (dua) orang anak perempuan kandung bernama ANAK 3 dan
ANAK 4;

- Bahwa ayah dan ibu kandung pewaris juga sudah meninggal

dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;

- Bahwa penetapan waris diperlukan oleh Pemohon untuk

mengurus balik nama sertifikat tanah atas Pewaris;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-
buktinya serta berkesimpulan bahwa mereka tetap dengan permohonannya
dan mohon agar permohonannya diputus dengan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini
dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil permohonan
Pemohon adalah agar Pemohon dan anak-anak Pemohon ditetapkan
sebagai ahli waris dari Almarhum PEWARIS, karena Almarhum PEWARIS
adalah suami Pemohon dan ayah kandung dari anak-anak Pemohon,
Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 7
September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk
balik nama sertifikat tanah atas nama Pewaris serta untuk pengurusan

lainnya;
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Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14

dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Pemohon, P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama
Pewaris dan Pemohon, P.3 adalah fotokopi Akta nikah Pemohon | dan
Pewaris, P.4 s.d P.7 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak-anak
Pemohon, P.8 s.d. P.10 adalah Asli Surat Keterangan Kematian atas nama
Pewaris dan kedua orang tua Pewaris, P.11 adalah fotokopi Surat
Keterangan Ahli Waris atas nama Pemohon, P.12 adalah Asli Silsilah
Keluarga Pemohon dan anak-anak Pemohon, P.13 dan P.14 adalah
fotokopi sertifikat tanah atas nama Pewaris. Semua alat bukti tersebut
sudah dibubuhi meterai 6000 dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok
dengan aslinya. Kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan
Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pada pokoknya menjelaskan
tentang identitas Pemohon, anak-anak Pemohon dan Pewaris serta wilayah
hukum tempat tinggal mereka, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan
bahwa hubungan Pemohon | dengan Pewaris adalah suami isteri yang
menikah pada 10 Mei 2003, bukti P.4 s.d P.7 pada pokoknya menjelaskan
bahwa Pemohon dan Pewaris mempunyai 2 orang anak laki-laki kandung
dan 2 orang anak perempuan kandung yang belum dewasa, bukti P.8 pada
pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris sudah meninggal dunia pada
tanggal 7 September 2018, bukti P.9 dan P.10 pada pokoknya menjelaskan
bahwa ayah dan ibu kandung Pewaris sudah meninggal dunia dan ayah
serta ibu kandung Pewaris lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris, bukti
P.11 dan P.12 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris meninggalkan
satu isteri, dua orang anak laki-laki kandung dan 2 orang anak perempuan

kandung, bukti P.13 dan P.14 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pewaris
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meninggalkan tanah dan bangunan yang sudah disertifikatkan atas nama
Pewaris, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.14 telah memenuhi syarat
formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat

diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon
adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah
memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari
pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang
saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.14 dan keterangan
dua orang saksi ditemukan fakta bahwa PEWARIS telah meninggal dunia
pada tanggal 7 September 2018 dan meninggalkan satu orang isteri
(Pemohon), dua orang anak laki-laki kandung dan dua orang anak
perempuan kandung sebagai ahli warisnya, sedangkan ahli waris yang lain
tidak ada, Pewaris juga meninggalkan harta berupa tanah dan bangunan
yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi
ahli waris;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal 171 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, maka terbukti
Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu sebagai isteri,
dan anak kandung;

Menimbang, bahwa selain itu tidak ditemukan bukti adanya
penghalang sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam atau
hijab yang menyebabkan Pemohon tidak bisa menjadi ahli waris dari
Almarhum PEWARIS;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai isteri yang
sekaligus mewakili keempat orang anaknya (2 orang laki-laki dan 2 orang
perempuan) dari Almarhum PEWARIS, sesuai ketentuan pasal 174 ayat (1)
huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan keempat orang
anaknya adalah ahli waris dari Almarhum PEWARIS, hal ini sesuai pula
dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam al-Qur’an Surat An-Nisa’
ayat 7, 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka dalil permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari
Almarhum PEWARIS telah beralasan hukum dan terbukti sesuai dengan
maksud pasal 171 huruf ¢, pasal 172 serta pasal 174 huruf (a) dan (b)
Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk mewarisi
sebagaimana maksud pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya

perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan ahli waris dari PEWARIS yang meninggal dunia pada
tanggal 7 September 2018 karena sakit adalah:

2.1. PEMOHON (Isteri);

2.2. ANAK 1 (anak laki-laki kandung);
2.3. ANAK 2 (Anak perempuan kandung);
2.4, ANAK 3 (Anak perempuan kandung);

2.5. ANAK 4 (Anak laki-laki kandung);
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3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.321.000-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan
susunan Drs. Babhril, M.H.l. sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag
S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota
tersebut dan dibantu Nora Addini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BAHRIL, M.H.l.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
NUSRI BATUBARA, S.Ag S.H. M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.
NORA ADDINI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Proses Rp. 75.000,-
3. Panggilan Rp. 180.000,-

4. PNBP Rp. 20.000.-
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5. Redaksi Rp. 10.000,-

6. Meterai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 321.000

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
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